BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TELUK WONDAMA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan
dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui
penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2)
dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai
Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung, Produsen Data
Tingkat Daerah, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Teluk
Wondama;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021



Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomeor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245};

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elekronik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905};

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geo
spasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5214});

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);



10.

11.
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13,

14,

15.

16

17.

18.

Lindang- Undang Nomor 23 Tahunm 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubak
beberapa kali terakhiv dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahon 2022 tentang,
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraroran Pemerintah Nomor 5] Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Stabistik  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 fentang
Penyelenggaraan Sistemn dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6300

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tenmng
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khasus Previnsi Papua (Lemibaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 6730):

Peraturan Presiden Nomer 27 Tahun 2014 tentang JJaringan
Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 78):

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahon 2019 tentang Saru Dats
indonesta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiun 2019
Nomor 112)c

Perafuran Menten Dalam Negeri Nomor 8¢ Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daetah (Berita Negaca
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telab diubah beberapa kali, terakhhir dengan FPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 teniang Pembentukan Produk Hukum
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1571,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
ientang Sisiem Inforimasi Pemerintahan Dagrah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembenitukan dan Susunan Perangkar
Daerah [Lemwbaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa



Menetapkan

kali, rerakhir dengan Peraturan Dagrah Kabopaten Teluk
Wondama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkar Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Teluk Wondamea Tahur 2023 Noemaor 10};

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN TELUK WONDAMA.
BAS I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

el ol

Daerah adalah Kabupaten Teluk Worklama.

Pemerintah  Daerah  adalah Bupati  sebagal  Unsar
penivelenggaraan Pemeriniahan Daergh yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang  menjadi
Bupati adalah Bupati Teiuk Wondama.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tehik
Wondama,

Persngkal Dasrah adalah unsur pembantu Bupad dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urysan pemeriniahan vang menjadi kewenangan daeraly,
Instansi Vertikal adalah perangkal kementerian dan/atau

Lembaga pemerintzh non kementerian vang mengurus
urusan pemerintahan yang fidak diserahkan kepads dearah
otonorn dalam wilayvah fertentu dalam rangka dekonsentrasi.
Badan Pusat Statstik yang selanjumya disingkat BPS adalah
Lembaga Pemerintah vang bertugas di bidang kegiaian
statistik, vang secara structural bertanggung jawab langsung
kepada Presiden dan memiliki kamtar perwakilan di setiap
Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di
Daerah.

Dinzs Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan
Ralkyal Dan Kawasan Peotukiman vang selanjuinya disingiat
DPUFR adalah pengelola simpul jaringan Kabupaten dalam
jaringan informasi geospasial

Badan Perencanaan. Pembangunan, Pernelitian Dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BP4D
adalah Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian
Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama.



10.
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17.

18,

19,

20.
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Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian vang
selanjpimya  disingkat DISKOMINFO  adalah  Dinasg
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Teluk
Wondama

. Sam Data Indonesian Kabupaten Teluk Wondama ardalah

kebijakan tata kelola Data Pemerintah Dasrah Kabupaten
Teluk Wondams untuk mengasilkan data yang akural.
muwahir, terpadu, dan dapat dipertanggungiawabkan, sena
mudah diakses dan dibagipakaikan antar [nstansi Pusal dan
Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadaia,
Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan
Data Induk. .

Dara adalah catatan atas kompulan iakia atau desknpst
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta. tanda, isyarat,
tulisan. shara, dan/atau bunyl yang merepreseniasikan
keadaan sebenarnya atau menunjukkan suaru ide, objek,
kendisi, atau situasi.

Data Stmrstﬂ: adalah Data berupa angkzi. entang karakiensuk
atay ofr khusns suatu populasi vang diperoleh dengan cara
pengumpulsn, pengelolahan, penyajian. dan analisis,
Statistnk Sektor adalah statistik yang pemanfaannva
ditunjukan untuk wemenuhi keburuhan instans) pemerintab
tertentu dalam rangka penvelenggaman lugas — tugas
pemeriniali dan pembangunan yang merupakan tugas pokok
perangkat daerah yang bersanghkutan.

Dalg Ceospasial adalah Dala lentang lokasi geogralis,
dimensi g ukuran, dan/atau kamatenstik objek alam
dan farau buatan manusia vang herada di bawah apada atau
di atas permukaan bumi

Standar Dara adalab standar yang mendasanr Dats tertentu.
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan formal
yang baku untuk mengambarkan Data. menjelasksn Duata,
serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan
informasi Data.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk
dibagipakaikan antar sistern eleldronik yang saling
bermiemksi

kode Rejerensi adalah tanda berisi  katrakier vang
mengadung atau menggambarkan makna, maksud, atay
norma tertentu sebaga njukan indentitas Data yang bersifat
Data Induk adalah Data yang mempersentasikan objek dalam
pruses bisnis pemerintah vang ditetaplkan sesual dengan
ketentuvan dalamPeraturan Bupad ini unfuk digunakan
Bersamel

Dara Prioritas adalah Dara terpilih vang berasal dar daftar
Data vang akan dikumpulkan pada tahun selanjumya vang
disepakat dalam forum Satu Data Indonesia.



24,

28.

Forum Satir Data Indonesia tingkat Daerah adalah wadah
komunikasi dan koordinasl Perangkat Daerah uwntuk
menvelenggaraan Satu Data Indopesia Kabupaten Teluk
Wondarma

Portal Satu Data indoresia Kabupaten Teluk Wondama
adalah media bagi-pakai Datayang dapat diakses melalui
pemanfaatan teknalogi informasi dan komunikasi

Pembina Data lingkat Daerah adalah instansi vertikal yang
melaksanakan tugas pemerintah i bidang statistik &
daerah.

Wealdata finglkat daerah adalabh noit Dinas Perangka! Daerah

vang melaksanakan kegistan pengumpulan, pemerilessan,

dan pengelolaan Data yvang disampaikan oleh Podusen Digma
serta menyebarluaskan Data.

Walidata pendukung adalah perangakt daerah vang
melaksanaskan kegiatan pengumpulan, pemerviksaan; dan
pengelolaan Data yvang membanta walidata tinglkar Daerab
Walidata pendukung adalall perangakt daerah  yang
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan
pengelolaan Data yang membanta walidata tingkat Daerah
Pengguna Data adalah Instansi Pusar, Instansi Daerah,
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum vang

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati int meliput -

.

b

.

(1l

prinsip Satu Data Indonesia Kabupten Teluk Wondama;
penyvelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupalen Teluk
Wondama; dan

penvelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Teluk
Wandama.

Pasal 3

Mengainran Satu Data Indonesia Kabupaten Teluk Wondama

dimaksudkan untuk mengatur peovelenggaan tata kelnla

Datz yang dihasilkan oleb Perangkat Daerah untuk

mendukung perencanaan, pelaksanasn, evaluasi dan

pengendalisn pembangunan.

Pengaturan Satu Data Indonesia Kabuparen Teluk Wondama

berfujuan unmk:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bag
Perangkar dueerah dalam rangka penyvelenggaraan tata
keicla Data wviuk  mendukung — perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan;

b, mewujudkan ketersediaan Data vang akurat, mutakhir,
lerpadu, dapat dipertanggungjawabkan,; seia mudah
diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah
sebagai dasr perencansan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian Pembangunan;



c. mendorong keterhukaan dan transparansi Data sehingea
tercipta perencanaan dan  perumusan  kebijakan
pembangunan yang berbasis pada Data; dan

d mendukung sistem staristik nasional sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB I

PRINSIP SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Bagian Kesatu
Umuam

Pasal 4

Sarmu Dara  Indonesia Kabupaten Teluk Wondama harus
.d}lﬂkukan berdasarkan prinsip sebagai berikut -

(03!
{2

(3

4]

(5)

data vang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat daerah
harus memenuhi Standar Data;
data yang dikasilkan ocleh Produsen Data tingkar Daerah
harus memiliki Metadata;
dara yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkai Daerah
barus memenuhi Kaidah Inleroperabilitas Data; dan
data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah
harus menggunakan Kode, Relerensi dan/amu Data Induk.
Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 5
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah
harus memenuhi Standar Data.
Standar Data sebagaimana dimaksud pada avar (1] terdiri
dtas:
a. konsep,
b. definisi;
. klasifikasi:
d. ukuran; dan
/. satuan.
Konsep Sc:hagamana dimaksud pada (2] burif & merupakan

ide vang mendasari data dan tujuan Data  tersebut
demdUks:_

Definisi sebagaimana dimaksud pada avat (2] honf b
merupakan penjelasan fentang Daia tertentu dengan data
vang lain.

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (2] hural ¢
mernpakan penggolongan Data secars sistemafis ke dalam
kelompok atau kategon berdasarkan kritetia yang ditetapkan
oleh Pembina Dara ungkar Daerah atau dibakukan secara
huas



(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada avat (2] hurul d
merupakan unit vang digunakan dalam pengukuran jumlah,
kadar, atau cakupan.

{7} Saman sebagaimana dimaksud pada avar (2] horul e
merupakan besaran tertentu dalam Data vang digunakan
sebagai standar untak mengukur atau menakar sebaga
sebuah keselarusn.

Pasal &
Selain Data Stausitk dan Dama Geospasial., Standar Dara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan
standamya berdasarkan kargtenistik atau ciri kbusus Data yang
distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Metadala

Pasal ¥

(1) Data vang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah
harus dilengkapi dengan Metadata,

[2] Informasi dalam Metadara harus mengiknt struktor yang
berlaku dan format yang berlaku,

(3] Swukiur vang haku sebagaimana dimaksud ayat |2) meryguk
pada bagian informasi tentang yang harus dicakup dalam
Metadalta.

{4) Format vang baku sebagaimana dimaksud pada syat (2]
merujuk pada spesifikasi atau standar feknis dar Metadata

Pasal 8
Stuktur yang baku dan format yang baku otuk Data yang
berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dari
Metadaia

Bagian Keempat
Interoperahilitas Data

Pasal 9
(1) Data yvang dihasilkan aleh Produsen Dara nngkar Daerah
harus memenult kaidah Interoperabilitas Data.
[2) Unmuk memenuhi kaidah Interoperahilitas Dats sehapaimana
dimaksud pada ayat (i}, Data harus:

& konsisten dalam sintak/bentuk, strukbu/skema/
komposisi penyajiarn, dan sematik/ arrikulssi
keterbacaan; dan _

h. disimpan dalam formart terbuka vang dapai dibaca sitem
elektionik.



Bagian Kelima
Kede Referensi dan Data Induk

Pasal 10
Datz yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus
menggunakan Kode Referensi dan/atau Dara Induk vang telah
dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkar pusar-

BAR U]
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Bagian Kesalu
Umum

Pasal 11
Penyelengesra Satu Data Indonesia Kabupaten Teluk Wondama
dilalsanakan oleh: ‘
a. Dewan Pengarah:
k. Pembina Dara Tingkai Daerah:
. Walidata Tingkat Daerah; dan
d. Produséen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 12
{1} Dewan Pengarah mempunyai tugas:
a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indanesis
tingkat daerah: dan
f. membernkan arahan terhadap penyelesgian
permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data
Indonesia tingkat daerah.
(2} Dewan Pengargh sebagai dimaksud pada ayar (1) rerdini atas:
a. Bupali Teluk Wondama:
b, Wakil Bupat Teluk Wondama: dan
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama_

Bagiari Ketiga
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 13
(1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanzacd
pengumpulan Data; dan
b. melakukan pembinzan penyelenggaan  Satu  Data
Indonesiz  tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.



(2] Pembina Daia sebagaimana dimaksid pada avat (1] meliput:
a. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah adalah BPS
kabupaten Teluk Woridama, dan
b. Pembina Daia Geospasial Tingksat Daerah adalah DPUPR
Kabupalen Teluk Wondama,

] Bagian Keempat
Walidata Tingkat Daemh dan Walidata Pendukung
Tingkat Daerah

Pasal 14

(1} Walidara Tingikat Daerah mempunyai Tugas'

a memeriksa kesesualan Data yvang disampaikan oleh
Produsén Data Timpkat Dactah sestal derigan prinsip
Satu Dara Indonesia;

h. menvebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Dawa
Indanésia; dan

c. membantu Pembina Data Tingkai Daerab dalam membina

- Pmdusen Data Tingkal Daerah. o

(21 Walidata Tingkar Daerah sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dilaksanakan oieh DISKOMINFO Kabupaten Teluk
Wondama.

(31 Walidata Tingkar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibantu oleh Walidata Pendukung Tingkat Daerah vang
berkedudukan dslam Perangkat Daerah.

(4) Walidata Pendukung ringkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayal ke (3), adalah Kkepala Perangkatr Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah.,

{5) Tugas Walidafa Pendukung adalah-
da. menerima kesesuaian Data disampaikan oleh Produsen

Daia di lingkungan Perarighkat Daerahnya sesuai dengan
prinsip Satu Data indonesia; dan

b. Membantu Waldata  Tingkat  Daerah  dalam
penvebarluaskan Data dan Metadata di portal Saw Data
Indonesia.

b} Dalam melaksanakan fugas, Walidata Tingkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapa membeniuk Tim
Pengelolaan Data Statistik  Sektoral Kabupaten Teluk
Wondama dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Kabupaten
Teluk Wondama-

Bagian Kelima
Produsen Data Tinghkar Dasrah

Pasal 15
{1) Prod=en Dala Tingkat Daerah mempunvai tugas:
a. membérikan masukan kepada Pembima Data Tingkat
Dasrah mengenai  Standar Data, Metadata, dan
Interoperabilitas Data;



h. meogasilkan Data sesuai dengan prinsip Samn Data
Indonesia; dan

¢c. menyampaikan Data beserta Metadaia kepada Walidata
Tingkat Daerah.

(2} Produsen Dala Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

(3)
1#

in

12
13)

(4)

=]

{6

7

(8)

agat | 1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang
menghasilkan Data berdasarkan kewengangan sesuai dengan
ketentuan peraturan ang-undangan.

Produsen Dara Tingkat Daerah bertanggung jawab atas
kelengkapan, akurasi dan validitas data vang dihasilkan.
Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data Tingkal Daerak
sebagaimana dimaksud pada avar (1], dapat mengusulkan
Petugas Admin untuk tergabung dalam Tim Pengelolaan Dara
Statistik Sektoral Kabupaten Teluk Wondama dan Tim
Pengelalaan Dara Geospasial Kabuparen Teluk Wondama.

Bagian Keenam
Forum Satu data Indonesia Tingkat Daerab

Pasal 16
Pembina Data Tingkat Daerah, Walldata Tingkat Daerah, dan
Walidata Pendukung Tinglkat Daerah berkomunikasi dan
berkoordinasi melalil Forum Sam Data Indonesis Tingkat
Dagerah.
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daemah dikoordinasikan
oleb Kepala BPAD Kabupaten Teluk Wondama,
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdirl awas:
a. Déwan Pengarah Tingkat Daerah:
b. Pembina Data Tingka! Daerah
c. Walidata Tingkat Daerah: dan
d. Walidaia Pendukung Tingkat Daerah.,
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam
pelaksamaan tugastya dapal menvertakan Produsen Data
Tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, fermasuk
selain pemerintah.
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Dasrah berkomunikasi
dan  berkoordinasi dalam  rangka — memyelesaikan
permasalahan terkait penvelenggaraan Satu Data Indonesiaz
Kabupaten Teluk Wondama dan/atzu pihak lain yang terkait.,
rermasiik selain pemerintah.
Forum Satu Data Indonesia Tingkal Daerah berkomunikasi
dan  berkoordinasi dalam  rangka ~— menyelesaikan
permasalahan terkait penyvelenggaraan Saru Dais Indonesia
habupaten Teluk Wondama.
Forum Saru Dara indonesin Tingkar dasrab melaksanakan
pertempan  koondinasi secara berkala dalam  rangka
melaksanakan tugasnya.
Dalam hal rmerdapa! permasalahan yang timbul dalam
pertemnan koordinasi, kKhususnya pada saat pengambilan



kesepakaran, koordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah meminta arahan Bupati.

9} Pembeniukan Forum Satu Data Tingkat Daerah ditetapkan
dengan Kepurasan Bupati

Bagan Ketujuh
Sekretariaf Sam Data Indopesia Tingkat Daerah

Pasal 17

(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkatr Daerah dalam
pelaksanaan tugasnva dibantu oleh Sekretarial Satu Data
Indanesia Tingkat Dasrah_

{2) Sekretaniatl Satu Data inddonesia Tingkar Daerah mempunvad
tugas!

a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional
dan administratif kepada Feorum Satu Data Indonesia
Tingkat Dasrah; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan aleh Forum Sam
Data Indonesia Tingkat Daerah.

(3] Sekretarist Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat ex
officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang
Penelitan dan Pengembangan pada BPSD Kabupaten Teluk
Wondama vang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengenmbangan
Daerah,

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umnum

Pasal 18
Penyelanggaraan Saty Data Indonesiz di Daerah terdini atas:
#. Perencanaan Data;
b. Pengumpulan Data;
d. Penvebarlyasan Data.

Perencanaan Data

Pasal 19
11) Peranghat Dasrah melaksanakan perencanaan Dala berupa
penentuan daftar Daia yang akan dikumpulkan di tahun
selanjutmya.
(2] Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada dafiar Data yvang



telab ditentukan sesuatl ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Pasal 20
(1) Penentuan daftar Data yvang akan dikumpulkan di fahun
selanjuinya dilakukan dengan menghmdarn duplikasi
{2) Peneptuan daftar Data vang akan diknmpulkan di wshan
selanjuinya dilakukan berdasarkan:

a. Aristekiur sistemn pemerintahan  berbasis  elektrunik
sesuai  dengan  kerentfuan peraturan  perundang-
undangan femtang Sislem Pemerintahan Berbasis
Elektranik;

b Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkar Daerah;
dan/aiau

c. tekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah,

(3) Daftar Data vang akan dikumpulkan memuat:
a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
b, jadwal rilis dan/aiau permurakhivan Data.

i+ Daftar Dala yang akan dikumpulkan dapat digunakan
sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi

Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemermtah

Dasrmah berdasarkan Kelentuan peraturan  perundang-

Pasal 21
{)) Rencsma program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia
dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
{2) Rencana Akst Saiu Data Indonesia Gapat mencakup:
a. pengembangan sumber dava manusia vang kampeten,
b. peoyusunan petumjuk feknis pelaksanaan Satu Damwa
Indonesia;
kegiatan terkait pengumpulan Daia;
kegiatan terkait pemeriksaan Data;
kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
keglatan lain yang mendukung tercapainva Dara vang
sesual dengan prinsip Satu Data Indonesia

S -

Pasal 22
{1} Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Teluk
Wondama melaksanakan rencana aks Sam Data Indonesia
{2] Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
memantali penicapaian rencana aksi Satu Data [ndonesia dan
melaporkan kepada Bupati secara herkala

Pasal 23
Pencapaian revicana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Teiuk
Wondamsa dapat digunakan sebapal dasar  pertimbangan
pemberian insentil dan disinsennf{ kepada Perangkar Dasrah
berdasarkan ketentuan peratoran perundang-undangan.
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 Bagian Ketiga
Pengumpuilan data

Pasal 24

Produsen Data Tingkaf Daerah melakukan pengumpulan
Data sesuat dengan:
4. standar Data;
h. daftar data yang telah ditentukan dalam Ferum Satu Data

Indonesia. dan
r. jadwal pemutakhiran Dara atau nlis Data,
Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah
disertai dengan Metadata.
Pengumpulan dama oleh Produsen Dara Tingkar Daemh
dilakukan oleh admin pengelola data stalistik sektoral di
‘masing-masing Perangkat Darerah.

Pasal 25
Data yang dikumpulkan dleh Prddusen Data Tingkat Daerab
disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah.
Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
disertarn
a. «data vang telah dikumpulkan;
b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut: dan
¢. metadaia yang melekar pada Data tersebur

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 2
Dara vang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkar Daerah
diperiksa kesesuaianmya dengan prmsip Satu Datza Indonesia
nleh Walidata Tingkat Daerah.
Dalam hal Data vang disampaikan oieh Produsen Dawa
Tingkat Daerah belum sesual dengan prinsip Sata Data
Indonesia, Walidata Tmgkar Daerah mengembalikan Daga
tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sestai
hasil permeriksaan sebagaimana dimaksud pada avar (1)
dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata di Tingkat
Dasrah,

Pasal 27
Data Prinritas vang dihasilkan oleh Produsen Data Tinghar
Daerah diperiksa sesesuaiannya dengan prinsip Satu Dawa
Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah.
Hasil pemeriksaan Data priotitas sebagaimana dimaksud
pada avat {1). diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat
Daerah,



(3]

(3)

(3]

3]

&)

(6)

Dalam hal Dara priontas vang dhsampaikan oleh Produsen
Data Tingkat Daerah belum sesuai demgan prinsip Satu Data
[ndonesia, Pembing Data Tingkat Darergh mengembalikan
Drata tersebist kepada Walidata Tingkar Dasrah.

Walidata Tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan
Pembina Data Tingkat Daerah sebagimana dimaksud pada
ayvat (2] kepada Produsen Dara Tingkat Daeraiw.

Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesua
hasil pemeriksasn sebagaimana dimaksud pada avai (1] dan
avat [2).

Bagian Kelima
Penvebarluasan Data

Pasal 28
Penyebarluasan Dala merupakan kegialan pembernian akses,
pendistmbisian, dan perfukaran Data.
Penvebariuasan Data dilakukan oleh Walidata Tingkat
Daerah.
Penvebarluasan Data dilakukan melalui Portal Sat Data
indonesia dan media lainnva sesual dengan ketentuan
peraturan perundang undangan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan reknologi
Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
a. Kode Referens.
b Dama buluk;
c. Data;
d. Meradata;
e. Data Prioritas, dan
f. Jadwal rilis dan{atau pemitakhiran Data.
Portal Satu Data Indonesia dikelala aleh DISKOMINFC,

Pasal 29

Perangkar Daerah wemyediakan akses Data kepada
Pengouna Data.
Produsen Data Tingkat Daerah dan Walidata Tingkal Daerah
dapat mengajukan pembatasan akses Data terientu kepada
Fornm Satn Data Indonesia Tingkat Daerals,
Pembatasan akses Data sebaimana dimaksud pada avai [2§
dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Hasil pembahasan sebagaimand dimaksud pada ayal (3]
disampaikan Kepala BP4D selaku Koordinator Forum Satu
Data Indonesia Tingkat Daerah.
Bupati menetapkan  Daia  yang dibatasi  aksesova
sebagaimana dimaksuid pada avai {2).
Pemmbatasan akses (erhadap Data di Portal Saru Data
Indonesia dilaksanakan oleh:
a. Walidata Tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada

Peranglat Daerah: dan



b Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID] atau

peiabat vang bertanggung jawab di hidang Pengelolaan

Informasi dan Kenmnmikasi dan/atau pelavanan informasi

kepada publik uniuk Pengguna Daia di luar Perangkal

Daerah.

(7] Dara yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah

adalah daia yang sifainya harus dirahasiakan dan dilindung
oleh Undang-Undang.

Pasal 30
Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus
dapat thakses melalui Portal Satu Data Indonesia Kabnipaten
Teluk Wondama.

Pasal 31

(1) Instansi Pusat dan Organisasi Perangkat Daerah mengakses
Data di Portal Satu Data [ndomesia Kabupaten Teluk
Wondama dan ndak dipungut hiava,

I2] Instansi Pusat dan Organisasi Perangkat Daerah dalam
mengakses Dara di Portal Satuy Data Idodesia Kabupaten
Teluk Wondama ddak wmemerlukan dokumen Nota
Kesepahaman. Perjanjian Kerja Sama, dan/atau dokumen
Surar Pernyataan,

(3] Akses Data dimaksud pada ayar (1) dilaksanakan sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 32
Segala pendanaan yang diperlukan unfuk melaksanakan
Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belenja Dasrah Kabupaten Teluk Wondama danjatau
sumber pendanaan lain sesuai keféntuan peraturan penmdang-
undangan.

BAB V]
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 33

(1} Nota Kesepahaman, Petjanjian Kerja Sama, dan/atan
dokumen Surat Pemyataan antar Perangkat Daerah yang
terkaitdengan tata kelola, akses dara_ dan /atan pemanfhatan
Data yang sudal ada sebelum berlakunya Pearturan Bupari
ini, masih retap berlaku dan mempunyai kekuatan hukom
mengikal untuk jangika waktu paling lama 1 (satn) tshun
terhitung sejak fanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.



(21 Sistem inlormasi pengelolaan data statistik daerah yang 1elah
ada. masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam
Saru Dara Indonesia Kabupaten Teluk Wondama_

BAB VIJ
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlako pada tangea) diundangkan,

Agar  setap - orang  mengetabuinya, memenintahkan

p-engundahgan Peraturan Bupafi ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama,

Ditetapkan di Rasiei
- pada Yangeal 33 Januarn 2024
- BUPACTNTEIDUK WOXDAMA,

Diundangkan di Rasiei
Pada tanggal 23 Januari 2024




